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SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

a. bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran

1.

bantuan keuangan partai politik Kota Kediri pada DPA
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2023, maka
ketentuan mengenai besaran nilai bantuan keuangan
Partai Politik perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik Periode 2019-2024;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan :
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Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN,
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PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PERIODE 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Periode 2019-2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 19)

sebagaimana telah diubah dengan:

a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2021 Nomor 38);

b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Penghitungan nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah jumlah
perolehan suara hasil pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan
persuara.
Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bantuan keuangan dalam
APBD tahun anggaran 2023 dibagi dengan jumlah perolehan suara
sah partai politik hasil pemilu tahun 2019 yang mendapat kursi di
DPRD.
Penghitungan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :
Nilai Bantuan Keuangan Per suara = APBD Tahun Anggaran 2023

Z Sp 2019

= Rp. 2.455.710.000,-
163.714 suara

= Rp. 15.000,-

Keterangan :

e APBD Tahun Anggaran 2023 : jumlah bantuan keuangan partai
politik Tahun Anggaran 2023.

e ¥ Sp 2019 : jumlah perolehan suara sah partai politik hasil pemilu
tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD.

Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik

setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
IS DAERAH KOTA KEDIRI
AGIAN HUKUM,
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